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RINGKASAN
Gejolak konflik yang terjadi antara Pemerintahan Spanyol dan Catalonia sebenernya sudah terjadi

sejak tahun 1970. Namun hal ini diperparah saat rencana referendum yang diagendakan oleh Catalonia
pada akhir tahun 2017 lalu. Seperti yang diumumkan oleh Presiden Pemerintah Catalania, Carles
Puigdemont, Catalanoia akan mengadakan referendum kemerdekaannya pada 1 Oktober 2017. Masalah
ini meningkat karena perlawananan warga Catalonia yang berjuang memecah kekuatan terpusat yang
dilakukan oleh Pemerintah Spanyol terhadap perekonomian Catalonia.

Dari hal tersebutlah, Catalonia berkeinginan untuk memiliki pemerintahan yang mandiri dan
terpisah dari Pemerintah Spanyol. Latar belakang lain untuk mengkonfirmasi hal ini adalah karena
Catalonia dapat dengan mudah memenuhi kriteria objektif dan klasik untuk dapat dikatakan sebagai
negara, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Tugas Negara dan
mampu membangun negara mereka sendiri.

Selain itu, berdasarkan prinsip persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri (Self-
Determination) yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua orang memiliki hak
untuk bebas menentukan, tanpa campur tangan eksternal, urusan politik mereka dan untuk membentuk
pemerintah mereka, ekonomi, pembangunan sosial dan budaya, dan setiap Negara memiliki kewajiban
untuk menghormati hak ini sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun di sisi lain, ada
kriteria negatif mengenai masalah ini yang mana status kenegaraan tidak boleh tercemar oleh pelanggaran
Jjus cogens, itu sejalan seperti yang dinyatakan oleh Pendapat Mahkamah Internasional pada kasus Kosovo
(ICJ Kosovo Advisory Opinion).

Ditambah lagi, prasyarat hak menentukan nasib sendiri harus dipenuhi untuk menjadikan hak ini
valid. Terdiri dari 5 bab, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan membuktikan validitas Catalonia
dalam hal mendirikan negara dan pemerintahan yang mandiri, karena tidak ada persetujuan yang
diintegrasikan oleh Pemerintah Spanyol setelah secara bebas menyatakan keinginan mereka untuk
melakukannya.

Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis lebih jauh mengenai validitas
tindakan Catalonia yang menginginkan pemisahan diri dari Spanyol atas dasar hak untuk menentukan
nasib sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya bahan —bahan dalam bidang
ilmu hukum internasional, khususnya dalam kajian negara, hak untuk menentukan nasib sendiri dalam hal
pembentukan negara dan hak untuk melepaskan diri (secession).

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi pustaka untuk
menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi

tersebut dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Konvensi, Perjanjian Internasional, buku-



buku ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya yang
valid.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif digunakan karena penelitian ini mencoba untuk membangun atau menghasilkan sebuah teori dari
bawah (induktif). Peneliti mengumpulkan data/informasi, kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan
kategori dalam upaya menemukan pola atas realita/gejala yang terjadi. Selanjutnya, penelitian yang
dihasilkan berbentuk deskriptif analitis. Dengan dilakukannya pengolahan dan analisis dari data yang telah
penulis kumpulkan, maka penulis akan menggunakan unsur-unsur dari data tersebut terhadap objek
penelitian yang ada, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Luaran yang ditargetkan adalah luaran yang bersifat wajib dan tambahan. Lauaran wajib penelitian
ini adalah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, sedangkan luaran tambahan

penelitian ini adalah sebagai pengayaan bahan ajar dan tugas akhir mahasiswa.
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A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 1977, sejak pembentukan kembali demokrasi, Pemerintah Catalonia telah berulang kali
membuat tuntutan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Perlawanan yang dilancarkan oleh Catalonia
terhadap pemerintah Spanyol semakin parah dan berlangsung selama bertahun-tahun dan mencapai
puncaknya pada tahun 2010 dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada Statuta Otonomi yang direvisi
tahun 2006.

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu akan bergerak menuju aspek-aspek dan proses
negosiasi Catalonia-Spanyol yang sudah dilalui maupun yang sedang diusahakan serta sudah melewati
jalan berliku menuju referendum yang diagendakan oleh Catalonia. Selanjutnya, peneliti akan
memetakan preferensi teritoris partai politik Catalonia yang akan memudahkan pemahaman tentang
proses negosiasi yang telah terjadi antara pemerintah Spanyol dan Catalonia sejak tahun 1980.!

Sebagai salah satu wilayah paling makmur di Spanyol dan dikuatkan oleh budaya khas serta bahasa,
Catalonia memiliki kecenderungan untuk memiliki kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan
rakyatnya, karena upaya Cataloni untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Selain itu, kekuasaan

ekonomi terpusat yang dilakukan oleh Pemerintah Spanyol menjadikan Catalonia memaksa untuk bebas

! Nicolas Levrat et al. 2017, 4 Report by A Commission of International Experts: Catalonia’s Legitimate Right to Decide,
Paths to Self-Determination. P. 14.



